
BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATIJRAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2OL7

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014

lebih tertib, taat

efektif, efisien,

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DN]'T BELANJA DAERAH

KAI3UPATEN KEPUI.IAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUH/TN YANG MAHA ESA

EUPATI KEPUI,A,UAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka gelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauaq Sangihe yang sesuai dengan Aeas

Umuan Pengelolaan Keiuangan Daerah yang

pada peraturan pen[ndang-undarngan,

ekonomis, transparaq, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azais keadilan, kepatutan, dan manfaat

untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tenta.tag Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah yang telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalana Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan $enteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedomani Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

Peraturan Bupati Nompr 12 Tahun 2OL4 tentang Tata Cara

Pemberyaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belfnja Daerah Kabupaten Kepulauan



Sangihe perlu

kembali;
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dilakrpkan perubahan dan penyesuaian

Mengingat : 1..

b. bahwa berdasarkan p[rtimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu rprenetaPkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Ata$ Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun

2Ot4 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggara+ Pendapatan dan Belaqia Daerah

Kabupaten KePulauan F*grt *;

undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di sulawesi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 195q Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonpsia Nomor t8221;

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Neg6ra (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia NorPor a355);

4. Undang-Undasg Nomo{ 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tangglrngiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66, Tambahan

LembaranNegaraRepqbliklndonesiaNomcrraaoo|;

5. Undang-undang Nomol 33 Tahun 2oa4 kntang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor L26, Tastbahaq Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38);

undang-undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembentukan

peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zoLL Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523ah

Undang-Undang Nomof 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4

2.

6.

7.
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Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5537) sebagaimana telah diubah hbarapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahrxr 2015

tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintahi Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOE Nomor 1.40, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonqsia Nomor a5781:'

Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang

Pemerintahan antara Pemerintah,

Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Norpror 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/ J"{* f"*"rintah;
L2. Perahlran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6

tenta:tg Pedoman Pengplol,aan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali teraHrir dengan Peratrrran Menteri

Dalarn Negeri Nomor 2L Tahun aALL tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan [{enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

9. Peraturan Pemerintal

Pembagian Unrsan

Pemerintahan Daerah

Kabup,aten / Kota (kmbpran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47371i

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OL4 tentang

Perubahan Nama Kabrifaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

menjadi Kabupaten Kqpulauan Sangihe Di Frovinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negflra Republik Indonesia Tahun 2At4

Nomor !67, Tatrrbahaq Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5557);

11. Peratu,ran Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/J{sa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Fresiden

Nomor 4 Tahun 2O1F tentang Perubahan Keempat Atas

20A6 tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 rahun 2o1s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PEI"AKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

PASAL I

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2Ot4

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2AL6 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2Al4 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2A16 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) humf f Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf
yakni huruf g dan huruf h serta ditambahl<an 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan

ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

-\ Pasal 17

(U Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna

curggaran/kuasa pengguna Emggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka

pengisian uang persediaan.

{21 Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari:

a. Surat pengantar SPP-UP;

b. Ringkasan SFP-UP;

c. Rincian SPP-UP

d. Salinan SPD;

e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaranlbarang dan kuasa pengguna anggaran /bararrg yang
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menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengqiuan SP2D kepada

kuasa BUD;

t Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran /bwang yang

menyatakan bahwa akan menugaskan bendahara pengeluaran/

bendahara pengeluaran pembantu untuk menyampaikan laporan

pertanggungiawaban atau mengqiukan SPM-GU paling lambat 2
(dua) bulan sejak SP2D UP/GU sebelumnya diterbitkan;

g. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang yang

menyatakan bahwa terkait dengan keterlambatan penyampaian

pertanggungiawaban UP/pengajuan SPM-GU dan setelah l (satu)

bulan menerima surat pemberitahuan dari BUD belum memenuhi

surat tersebut maka SKPD/Unit Kerja bersedia untuk dipotong

sebesar 25 a/o (dua puluh lima persen) dari jumlah UP yang

ditetapkan.

h. Lampiran lain yang diperlukan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam alrat 2 (dua) huruf f dan

huruf g, dapat dibuat dalam 1 (satu) Surat Pernyataan sebagaimana

format yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

SP2D UP pertama dapat diterbitlan apabila SKPD telah memenuhi

kewa$iban tahun anggar€rn yang lalu antara lain :

a. Telah melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset;

b. Telah menyampaikan laporan persediaan dan laporan tahunan

barang;

c. Telah menyampaikan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran {LRA) SKPD;

2) Neraca SKPD;

3) Laporan Operasional (LO) SKPD;

4) I"aporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;

5) Catatan atas I"aporan Keuangan (CaKL) SKPD.

2. Ketenhran Pasal 20 ditarnbahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (a) sehingga Pasal

2O berbunyi sebagai berikut:

(3)

(41
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Pasal 20

Pengguna Anggaran /Bag;ang mengajukan UP kepada PPKD selaku BUD

sebesar kebutuhan operasional SKPD dalam 1 {satu} bulan yang

direncanakan dibayarkan melalui UP.

Formulasi perhitungan pagu jenis belanja yang bisa dibayar melalui uP

sebagai berikut :

Pagu UP +

Pagu UP

TB SKPD

B-_IJ

BM

TB SKPD - (B/J + BM)

Pagu Uang Persediaan

Total Belanja SKPD

Belanja Basarry/Jasa melalui mekanisme Pembayaran
L$
Belanja Modal melalui Mekanisme Pembayaran LS

(3) Pemberian UP diberikan paling banyak :

a. Rp. IO.OOO.OOO,- (sepuluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja

yang dibayarkan melatui UP sampai dengan Rp. 1oo.ooo.o0o,-

(seratus juta ruPiah).

b. Rp. 2O.OOO.OOO,- {dua puluh juta rupiah} untuk pagu jenis belanja

yangdibayarkanmelaluiuPdiatasRp.lOO.0OO.OO0,-(seratusjuta

rupiah) sampai dengan Rp. 25O.OOO.OOO,-(dua ratus lima puluh juta

rupiah).

c. Rp. 4O.OOO.OOO,- (empat puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja

yang dibayarkan melalui UP diatas 25o.ooo-ooo,-(dua ratus lima

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5OO.OOO.OOO.- (lima ratus juta

ruPiah).

d. Rp. 75.OOO.OOO,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu jenis

belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 5OO.0OO.OOO'-

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.OOO.OOO.OOO,-(satu

miliar ruPiah).

e. Rp. 1OO.O0O.OOO,- (seratus juta rupiah) unhrk pagu jenis belanja

yang bisa dibayarkan melalui uP diatas Rp. 1.0o0'00o'ooo,-(satu

miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.OOO.OOO.OOO,-(1ima miliar

rupiah).

f. Rp. 2OO.0OO.OOO,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja

yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 5-OOO.OOO'OOO,-(Iima

miliar ruPiah).

(21
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(4) Penetapan batas maksimal UP untuk masing-masing SKPD/Unit Kerja,

ditetapkan berdasarkan formula sebagaimana diatur pada ayat {2l,,

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta untuk

kepentingan kebijakan manajemen kas daerah.

3. Ketentuan ayat (Z1huruf i dan ayat (5) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 3

(tiga) huruf yakni huruf j, huruf k dan huruf I serta ditambahkan 1 (satu)

ayat yakni ayat (10) sehingga Pasal 22 berbtxryr sebagai berikut :

Pasal 22

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna

anggaran /barang dan kuasa pengguna anggaran lbarang melalui PPK-

SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.. Surat pengantar SPP-TU;

b. Ringkasan SPP-TU;

c. Rincian SPP-TU

d. Salinan SPD;

e. Surat pernyata.an untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran /bxarrg dan kuasa pengguna anggaran/barang yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D

kepada kuasa BUD;

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Pengguna

Anggaran yang memuat ringkasan pengeluaran per Rincian obyek;

g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna

Anggaran /bararrg;
h. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian

tambahan uang persediaan;

i. Surat Pernyata.an untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/barang dan kuasa pengguna curggaran/barang yang

menyatakan bahwa Tambahan UP akan di pertanggungiawabkan

dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SP2D TU

diterbitlan;

(1)

(2t
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j. surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran lbamng dan kuasa pengguna anggaran barang yang

menyatakall bahwa uang sisa Tambahan UP yang tidak digunakan

akan disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (sahr) hari kerja setelah

batas waktu pertanggungiawaban uang TU;

k. surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang yang

menyatakan bahwa terkait dengan keterlambatan

pertanggungiawaban TU setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat

teguran kepada pengguna €urggaran lbarang dan kuasa pengguna

anggaran /barang belum juga dipertanggungiawabkan maka bersedia

untuk ditangguhkan pencairan dana atas permintaan pengguna

anggaran lbaraflg dan kuasa penggwra anggaran /batang kecuali

untuk belanja gqii dan tunjangan serta pembayaran LS untuk pihak

ketiga.

l. Lampiran lainnYa.

pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang

dapat mengajukan Tambahan UP kepada PPKD selaku BUD dalam hal UP

pada bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak

cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak

dapat ditunda.

Syarat penggunaan Tambahan UP :

a. digunakan dan dipertanggungiawabkan paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan

b. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan

pembayaran LS.

(5) Pemberian Tambahan UP dapat diberikan paling banyak Rp'

8OO.OO0.OOO,OO (delapan ratus juta rupiah)'

(6) Atas dasar permintaan Tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), PPKD selaku tsUD melalmkan penil'aian terhadap :

a. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan Tambahan UP bukan

merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran

LS;

b. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan Tambahan uP

masih/culmp tersedia dananya dalam DPA;

(4)
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c. Tambahan UP sebelumnya sudah dipertanggrurngiawabkan

seluruhnya; dan

d. Tambahan UP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas

Daerah.

(n Dalam hal pengguna anggaran /barang dan kuasa pengguna

anggaran /barang mengajukan permintaan Tambahan UP melebihi

kebutuhan wakhr 1 (satu) bulan, Kepala SKPKD selaku BUD dapat

memberikan persetqjuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan

dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.

(8) Untuk pengajuan permintaan Tambahan UP yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD dapat

memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan Tambahan

UP melalui surat persetujuan pemberian Tambahan UP.

(9) PPKD selaku BUD menolak permintaan Tambahan UP dalam hal

pengajuan permintaan Tambahan UP tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1O) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf i,
huruf j dan huruf k, dapat dibuat dalam 1 (satu) Surat Pernyataan

sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VI Perahrran

Bupati ini.

PASAL II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2Ol4 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

b. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Penrbahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini
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2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€ut peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, '16,Sehftn*p* trBi?

Diundangkan di Tahuna

padatanggal, t6 Fn?efi&gi ffis1?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUIAUAN SANGIHE TAHUN 2OI7 NOMOR S

t
EDWIN RORING

PJ. BUPATI KEPUI,,AUAN SANGIHE,



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE

NOMOR S rAffiffi ssr?.
TANGGAL +S p*p-ffi4&I *&17

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2OL4

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN

ANGGARAN DAN BEI.ANJA DAERAH KABUPATEN KEPUI'AUAN SANGIHE

KOP SKPD

Nomor :

sehubungan dengan surat Perintah Membayar Pengantian uang

Persediaan (SPM-UP) nomor : ......-...- , Tanggal 'yang kami

qiukan sebesar Rp. ..........(... " " ") untuk

keperluan pembayaran Uang Persediaan pada 'Tahun

Anggaran ...., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Uang Persediaan an<an dipertanggungiawabkan/peng4iuan penggantian UP

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal SP2D UP

diterbitkan;

2. Terkait dengan keterlambatan pertanggungiawaban uP maka setelah 1

(satu) bulan sejak surat pemberitahuan dari BUD belum juga diajukan

Spp-GU, kami bersedia unttrk dipotong jumlah UP sebesat 25o/o {dua puluh

lima persen) dari jumlah UP.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengajuan SPM-UP Pada

Kepala SKPD,

PJ. BUPATI KEPUI"AUAN SANGIHE,



IAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 *etrffi p*r?
TANGGAL 19 FEBErleRI a*r?
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA e{es PERATURAN BUpATT NoMoR tz rAHUN zaL4
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAI,,AM RANGKA PETAKSANAAN
ANGGARAN DAN BBT,NN.IA DAERAH KABUPATEN KEPULq,UAN SANGIHE

KOP SKPD

SURAT PERT{YATAAN PqNGAJUAN SPM-TUP
Nomor:

Sehubungan dengan Surat Permintaan Membayar Penggantian Uang
Persediaan (SPM-TUP) Nomor : ............, Tanggal yang kami ajukan
sebesar Rp. .....(........ .................) untuk keperluan
pembayaran Tambah Uang Persediaan pada Tahun
Anggaran dengan ini menyatakan bahwa :

1. Uang Tambahan UP akan pertanggungiawaban dalam waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal SP2D diterbitkan;

2. Uang sisa Tambahan UP yang yang tidak digunakan akan disetor ke Kas
Daerah paling lambat f (satu) hari kerja setelah batas waktur
pertanggungiawaban uang Tambatran UP.

3. Terkait dengan keterlambatan pertanggungiawaban Tambahan UP, setelah
3 (tisa) hari kerja sejak surat teguran dari BUD belum
dipertanggungiawaban, kami bersedia untuk pengajuan SPM berikuhrya
akan ditangguhkan penerbitan SP2Dnya kecuali untuk belanja g4ii dan
pembayaran LS untuk pihak ketiga.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengqjuan SPM-TU pada

Kepala SKPD,

PJ. BUPATI KEPUI"AUAN SANGIHE,


